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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi 

rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka 

panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, 

serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, 

rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja 

Perubahanpemerintah daerah, menjelaskan bahwa proses penyusunan 

Renja PerubahanPerintah Daerah sebagaimana tertuang pada pasal 16 

ayat 2 terdiri dari 6 (enam) tahapan yang meliputi a) persiapan penyusunan 

b) penyusunan rancangan awal c) penyusunan rancangan d) pelaksanaan 

musrenbang e) perumusan rancangan akhir f) penetapan. 

Renja Perubahan perangkat daerah Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen 

perencanaan perangkat daerah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan 

Pangan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan 

setiap Satuan Kerja Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja 

Perubahan (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama 

periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan 

strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih 

operasional.  

Proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Kelautan, Perikanan 

dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 didasarkan pada Renstra Dinas 

Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2017-2021 tahun ke-5 

dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam 

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tanggal 27 Juli 2020 Tentang 

Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2021. 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas 

Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4846); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2091 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398) 

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6178) 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

PerubahanPemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja PerubahanPemerintah Daerah 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

563);  

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);  

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86); 
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23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 74); 

24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 

Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Nomor 15); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 3); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 10); 

30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas 

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Ketahanan Pangan; 

31. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 

Nomor 53); 

32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja Perubahan(Renja) Perangkat Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2020 Nomor 67);  
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33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja PerubahanPemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021; 

34. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Pangandaran Nomor 800/KPTS.43/DKPKP/II/2017 tentang 

Tim Penyusun Rencana Strategis Pembangunan (RENSTRA) dan 

Rencana Kerja Perubahan(RENJA) Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021; 

35. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Pangandaran Nomor 050/47/DKPKP/II/2017 tentang 

Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021; 

36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Pangandaran Nomor 050/340.a/Kpts.-DKPKP/2018 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Ketahanan Pangan Nomor 050/131/DKPKP/IV/2017 Tanggal 17 April 

2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) 

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2017-20121; 

37. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Pangandaran Nomor 050/517/DKPKP/VIII/2020 tentang 

Penetapan Rencana Kerja PerubahanDinas Kelautan, Perikanan dan 

Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan Perikanan dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran ini disusun dengan 

maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada 

perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber 

daya dalam pembangunan daerah khususnya lingkup Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Ketahanan Pangan.  

2. Tujuan 

a. Menyediakan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 

Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan; 

b.  Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 

2021; 

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas 

Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Pangandaran Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya.  

1.4. Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 disusun dengan 

sistimatika sebagai berikut : 

Bab I.  PENDAHULUAN 
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1.1  Latar Belakang 

1.2  Landasan Hukum 

1.3  Maksud dan Tujuan 

1.4  Sistematika Penulisan   

Bab II.   HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHANPERANGKAT DAERAH 

SEMESTER 1 

2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja PerubahanPerangkat Daerah 

Semester 1 dan 

  Capaian Renstra Perangkat Daerah 

2.2  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

  Daerah 

2.4  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Bab III.  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah 

3.2  Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PerubahanPerubahan 

Perangkat Daerah 

3.3  Program dan Kegiatan 

Bab IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN 

PERANGKAT DAERAH 

Bab V.  PENUTUP
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH 

SEMESTER 1 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Semester 1 

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah 

dan pencapaian Renja Perubahan Perangkat Daerah sampai Bulan Juni 

Tahun 2021 sebagaimana Tabel T-c.29 sebagaimana lampiran 1. 

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp. 7.916.343.877,- 

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 sampai Bulan Juni 

Tahun 2021 Rp  1.862.594.115,- 

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat 

Daerah Tahun 2021 dan pencapaian Renja Perubahan Perangkat 

Daerah Tahun 2021 Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam Tabel 1.  

 

Tabel 1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perubahanperangkat 

daerah Tahun 2021 dan pencapaian Renja Perubahanperangkat daerah Tahun 
2021 

 

PROGRAM/KEGIATAN  PAGU 
ANGGARAN  

REALISASI Realisasi 

 KEU (RP)  % Rencana Realisasi % FISIK 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

        
3.644.894.627  

            
1.476.721.215  

              
41  

      

Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

              
52.697.500  

                  
28.387.500  

              
54  

    121,43 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

              
34.337.500  

                  
19.285.500  

              
56  

7 dokumen 
1 orang 

5 71,43 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

              
18.360.000  

                    
9.102.000  

              
50  

4 dokumen 
1 orang 
24 dokumen 

6 50 
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Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

        
3.108.708.319  

            
1.211.411.591  

              
39  

      

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

        
3.036.233.319  

            
1.193.843.591  

              
39  

14 bulan 6 50 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

              
25.775.000  

                  
11.703.000  

              
45  

12 dokumen 
1 orang 

6 50 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

              
45.925.000  

                    
5.865.000  

              
13  

1 dokumen 1 100 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD 

                    
775.000  

                                      
-  

                 
-  

2 dokumen 0 0 

Kegiatan Administrasi 
Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah 

              
22.850.000  

                  
11.050.000  

              
48  

      

Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

              
22.850.000  

                  
11.050.000  

              
48  

12 dokumem 
1 orang 

6 50 

Kegiatan Administrasi 
Pendapatan Daerah 
Kewenangan Perangkat 
Daerah 

              
20.870.000  

                  
10.870.000  

              
52  

      

Pelaporan Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

              
20.870.000  

                  
10.870.000  

              
52  

12 dokumen 
1 Orang 

6 50 

Kegiatan Adiministrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

              
10.950.000  

                    
3.375.000  

              
31  

      

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

              
10.950.000  

                    
3.375.000  

              
31  

4 kali 1 25 

Kegiatan Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

            
181.059.830  

                
124.010.800  

              
68  

      

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

                
2.439.080  

                        
995.000  

              
41  

10 jenis 4 40 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

              
81.102.900  

                  
80.102.900  

              
99  

95 jenis 95 100 

 Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

              
27.662.000  

                  
18.918.100  

              
68  

3 jenis 6 50 
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Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

                
7.043.650  

                    
2.230.000  

              
32  

5 jenis - 8200 
- 18 
- 1  
- 1 
- 0 

50 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

              
23.359.000  

                    
5.530.000  

              
24  

15 buah 6 50 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

              
39.453.200  

                  
16.234.800  

              
41  

18 kali 6 33,3333
3 

Kegiatan Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

            
185.056.331  

                  
63.100.624  

              
34  

      

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

                
2.300.000  

                    
1.377.000  

              
60  

400 buah 75 18,75 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

              
46.347.000  

                  
19.582.324  

              
42  

2 rekening 6 50 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

            
136.409.331  

                  
42.141.300  

              
31  

1 orang 
2 orang 
2 orang 
1 orang 
1 orang 

6 50 

Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

              
62.702.647  

                  
24.515.700  

              
39  

      

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinasatau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

              
45.118.296  

                  
23.435.700  

              
52  

11 unit 6 54,55 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

                
9.984.351  

                    
1.080.000  

              
11  

20 jenis 6 30 

Pemeliharaan/Rehabilit
asi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

                
7.600.000  

                                      
-  

                 
-  

3 gedung 0 0 

Program Pengelolaan 
Sumber Daya Ekonomi 
untuk Kedaulatan dan 
Kemandirian Pangan 

            
500.000.000  

                                      
-  

                 
-  

      

Penyediaan 
Infrastruktur Lumbung 
Pangan 

            
500.000.000  

                                      
-  

                 
-  

- 1 unit 
- 1 unit 
- 1 unit 
- 1 unit 

0 0 

Program Peningkatan 
Diversifikasi dan 
Ketahanan pangan 
Masyarakat 

            
568.062.600  

                
250.071.300  

              
44  

      

Kegiatan Penyediaan 
dan Penyaluran Pangan 
Pokok atau Pangan 

              
58.231.600  

                  
21.224.800  

              
36  
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Lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kotadalam 
rangka Stabilisasi 
Pasokan dan Harga 
Pangan 

Penyediaan Pangan 
Berbasis Sumber Daya 
Lokal  

              
40.360.600  

                  
13.661.200  

              
34  

1 desa 0 0 

Pemantauan Stok, 
Pasokan dan Harga 
Pangan 

              
17.871.000  

                    
7.563.600  

              
42  

12 dokumen 6 50 

Kegiatan Pelaksanaan 
Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun sesuai 
dengan Angka 
Kecukupan Gizi 

            
509.831.000  

                
228.846.500  

              
45  

      

Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber Daya 
Lokal 

            
509.831.000  

                
228.846.500  

              
45  

1 dokumen 0 0 

Program Penanganan 
Kerawanan Pangan  

              
89.773.500  

                  
14.144.900  

              
16  

      

Kegiatan Penanganan 
Kerawanan Pangan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

              
89.773.500  

                  
14.144.900  

              
16  

      

Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penanganan Kerawanan 
Pangan Kabupaten/Kota 

              
16.089.000  

                    
8.067.100  

              
50  

- 2 lokasi 
- 1 dokumen 
- 3 kelompok 

0 0 

Pelaksanaan 
Pengadaan, 
Pengelolaan, dan 
Penyaluran Cadangan 
Pangan pada 
Kerawanan Pangan yang 
Mencakup dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

              
73.684.500  

                    
6.077.800  

                
8  

100 ton 12,3 12,3 

Program Pengelolaan 
Perikanan Budidaya 

        
1.629.649.650  

                  
56.935.000  

                
3  

      

Kegiatan 
Pemberdayaan 
Pembudidaya ikan kecil 

            
393.394.400  

                  
28.513.000  

                
7  
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Pengembangan 
Kapasitas Pembudi Daya 
Ikan Kecil 

            
393.394.400  

                  
28.513.000  

                
7  

- 10 
kecamatan 
- 50 kelompok 

50% 50 

Kegiatan Pengelolaan 
pembudidayaan ikan 

        
1.236.255.250  

                  
28.422.000  

                
2  

      

Penjaminan 
Ketersediaan Sarana 
Pembudidayaan Ikan 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

        
1.236.255.250  

                  
28.422.000  

                
2  

- 100.000 ekor 
- 2 fungsi 

52500 52,5 

Program Pengelolaan 
Perikanan Tangkap 

        
1.476.262.500  

                  
60.621.700  

                
4  

      

Kegiatan Pengelolaan 
Penangkapan Ikan di 
Wilayah Sungai, 
Danau,Waduk, Rawa, 
dan Genangan Air 
Lainnya yang 
dapatDiusahakan 
dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/ Kota 

        
1.205.133.000  

                  
18.689.800  

                
2  

      

Penyediaan Data dan 
Informasi Sumber Daya 
Ikan 

            
109.687.000  

                        
960.000  

                
1  

- 1 kegiatan 
- 1 kegiatan 
- 8 lokasi 

0 0 

Penyediaan Prasarana 
Usaha Perikanan 
Tangkap (DAK) 

            
848.950.000  

                                      
-  

                 
-  

42 paket 0 0 

Penjaminan 
Ketersediaan Sarana 
Usaha Perikanan 
Tangkap  

            
246.496.000  

                  
17.729.800  

                
7  

265 unit 0 0 

Kegiatan Pengelolaan 
Pemberdayaan Nelayan 
Kecil dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

              
44.493.500  

                  
21.143.900  

              
48  

      

Pengembangan 
Kapasitas Nelayan Kecil 

              
44.493.500  

                  
21.143.900  

              
48  

- 500 orang 
- 50 orang 

- 0 
- 179 

358 

Kegiatan Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan 
Tempat Pelelangan 
Ikan(TPI) 

            
226.636.000  

                  
20.788.000  

                
9  
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Pelayanan 
Penyelenggaraan 
Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI) 

            
226.636.000  

                  
20.788.000  

                
9  

- 11.000 blok 
- 8 koperasi 

- 0 
- 4 

50 

Program Pengawasan 
Sumber Daya Kelautan 
Dan Perikanan 

                
7.701.000  

                    
4.100.000  

              
53  

      

Kegiatan Pengawasan 
Sumber Daya Perikanan 
di Wilayah 
Sungai,Danau, Waduk, 
Rawa, dan Genangan 
Air Lainnya yang 
dapatDiusahakan 
Dalam Kabupaten/Kota 

                
7.701.000  

                    
4.100.000  

              
53  

      

Pengawasan Usaha 
PerikananTangkap di 
Wilayah Sungai, Danau, 
Waduk, Rawa, dan 
Genangan Air Lainnya 
yangdapat Diusahakan 
dalamKabupaten/Kota  

                
7.701.000  

                    
4.100.000  

              
53  

- 11 kelompok 
- 2 kecamatan 

- 5 
- 1  

45,45 

TOTAL         
7.916.343.877  

            
1.862.594.115  

23,
53 

      

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran secara 

keseluruhan sampai bulan Juni yaitu sebesar 23,53% 

Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi target (<40%) sampai 

bulan Juni antara  lain: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi 

dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,  

Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target (41-60%) sampai bulan 

Juni antara  lain: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, 

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 



DKPKP Kab. Pangandaran -  2021 
 

 

Rencana Ker ja PerubahanDKPKP 2021 13  |  2 9  

 

Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan,  

Realisasi Program/Kegiatan yang mencapai target (>60%) sampai bulan 

Juni antara  lain: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.  

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target 

kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut: 

- beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan sampai akhir tahun 

anggaran; 

- kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) menunggu 

perubahan; 

- ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya di kerjakan pada triwulan IV; 

- Terdapat kegiatan yang sudah memenuhi target, dikarenakan kegiatan-

kegiatan tersebut yang semula akan dilaksanakan pada semester kedua, 

namun pada realisasi nya sudah dilaksanakan pada semester pertama. 

  Implikasi yang timbul terdapat target capaian program perangkat daerah 

mengakibatkan perlunya penjelasan kembali kebutuhan anggaran tiap-tiap 

kegiatan, sehingga target indicator kinerja yang sudah direncanakan dapat 

tercapai. 

Penyesuaian kembali pagu anggaran pada tiap-tiap kegiatan. 

Beberapa kegiatan masih kekurangan anggaran sehingga pada 

semester kedua perlu penambahan anggaran, begitu pula untuk 

kegiatan-kegiatan yang sudah mencapai target kinerja perlu dilakukan 

rasionalisasi. Penyesuaian pagu anggaran dilaksanakan pada tahapan 

penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Tolak ukur dan indikator kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebagaimana dituangkan 

pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja yang 

disajikan tersebut disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. 

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Pangandaran sampai dengan triwulan II Tahun 

2021 dengan predikat sangat berhasil yang diukur dari 2 Indikator 

Kinerja Utama yaitu persentase kontribusi sektor perikanan (%) dan 

Skor Pola Pangan Harapan. Informasi lebih lengkap disajikan pada 

tabel T-C 30 sebagaimana lampiran 2 
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  

Dengan kedudukan  dan fungsinya  serta urusan pemerintahan  yang 

diselenggarakan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 

memiliki  lingkup  pelayanan   sebagai  pelaksanaan urusan pemerintahan 

Daerah bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan 

Pangan. Sebagai lembaga dengan fungsi pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah bidang Perikanan dan kelautan serta pangan, maka 

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Pangandaran memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis bidang 

Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Bidang Ketahanan Pangan. 

Tantangan yang dihadapi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

sebagaimana identifikasi isu-isu penting sektor Perikanan dan ketahanan 

pangan, diantaranya sebagai berikut : 

1) Ketidakpastian produksi ikan tangkap  

Ketidakpastian produksi tangkapan ikan karena ketidakpastian cuaca, 

cuaca yang ekstrim, ketidakpastian arah angin dan gelombang, juga 

dikarenakan sarana prasarana penangkapan ikan belum memadai 

seperti armada penangkapan ikan masih kecil (di bawah 5 GT), 

pengetahuan dan keterampilan nelayan terbatas. 

2) Masih kecilnya PAD dari sektor perikanan  

PAD dari sektor perikanan bersumber dari retribusi Tempat Pelelangan 

Ikan. Masih adanya transaksi penjualan hasil tangkapan nelayan yang 

dilakukan di luar TPI yang menyebabkan belum maksimal/optimalnya 

PAD sektor perikanan. 

3)  Kualitas infrastruktur perikanan masih belum memadai 

Infrastruktur perikanan dapat mendukung produksi perikanan dan 

meningkatkan perekonomian nelayan. Infrastruktur perikanan 

diantaranya, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Alat Tangkap dan Alat Bantu 

Perikanan, Tempat Pendaratan Perahu, bangunan pengaman pantai dan 

keselamatan nelayan. 

4)  Data jumlah nelayan, pengolah dan pemasar produk kelautan dan 

perikanan yang belum valid/akurat 

Pendataan nelayan, pengolah dan pemasar produk kelautan dan 

perikanan perlu dilaksanakan, sehingga tercipta data base yang akurat. 

Data base tersebut dapat bermanfaat diantaranya untuk pembuatan 

KUSUKA dan Asuransi Nelayan.  

5) Belum tersedianya benih dan induk ikan yang berkualitas sehingga perlu 

operasionalisasi Balai Benih Ikan (BBI) dalam rangka memenuhi 

ketersediaan benih dan induk ikan yang berkualitas. 
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6) Potensi pengembangan pasar ikan dalam rangka pengelolaan dan 

manajemen pemasaran hasil budidaya perikanan. 

7) Informasi harga pasar benih dan ikan konsumsi air tawar belum stabil, 

sehingga perlu standarisasi harga oleh instansi terkait 

8) Peningkatan kapasitas produksi ikan melalui bantuan benih ikan, calon 

induk ikan, pakan dan penataan kelompok. 

9) Pemberdayaan kelompok perikanan melalui pembinaan dan 

pengembangan kelompok perikanan. 

10) Menurunnya populasi ikan dan udang di perairan umum sehingga perlu 

dilakukan restoking ikan/udang di perairan umum  

11) Pengembangan kapasitas kelompok dalam rangka ketersediaan pakan 

ikan mandiri melalui pelatihan dan bantuan sarana pembuatan pakan 

ikan. 

12) Belum adanya forum kelompok pembudidaya ikan, sehingga perlu 

adanya suatu wadah untuk diskusi dan tukar menukar informasi antar 

pokdakan. 

13) Pembinaan kelompok pembudidaya ikan agar berbadan hukum untuk 

menjamin legalitas hukum kelompoknya. 

14) Antisipasi di musim kemarau sehingga perlu adanya ketersediaan 

prasarana pompa air/sumur air. 

15) Di musim penghujan yang terus menerus semua pembudidaya berhati-

hati timbulnya penyakit, upayakan untuk menjaga kualitas air dan 

kesehatan lingkungan. 

16) Lemahnya akses pangan masyarakat sehingga perlu pengembangan 

infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi 

antar daerah. 

17) Mengaktifkan kembali  peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan 

sebagai media koordinasi lintas sector dalam pengembangan pangan 

lestari. 

18) Mengatasi tingginya prosentase penduduk rawan pangan dengan 

meningkatkan penanganan daerah rawan pangan melalui pemberdayaan 

masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di 

lingkungan. 

19) Pemantauan harga dan pasokan pangan pokok secara berkelanjutan 

untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan mengatasi fluktuasi harga. 

20) Mengatasi tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok 

beras melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) 

21) Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan berbasis pangan 

lokal dalam rangka mengatasi ketergantungan pada pangan impor/luar 

daerah. 
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22) Masih ditemukannya ketidakamanan pangan sehingga perlu penguatan 

dan pembinaan keamanan pangan. 

23) Melakukan pengembangan kelembagaan cadangan pangan untuk 

meningkatkan ketersediaan pangan baik yang dikelola oleh pemerintah 

maupun masyarakat. 

24) Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 

ketersediaan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan 

pokok lokal). 

25) Melakukan antisipasi dan penanganan situasi yang berpotensi terjadinya 

rawan pangan dan gizi. 

26) Melakukan terobosan peningkatan akses pangan melalui perbaikan 

distribusi pangan yang efektif dan efisien. 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD  

Rancangan awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan  

rancangan rencana   kerja   Perangkat Daerah.   Pada prosesnya 

review/penyempurnaan dilakukan  dalam rangka penyesuaian terhadap 

kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan 

Pangan dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2016-2021 serta urusan 

pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Ketahanan Pangan,  maka  fungsi  dan  tugas  Dinas Kelautan, Perikanan 

dan Ketahanan Pangan terkait erat dengan  pencapaian  misi Kabupaten   

ke-6   yaitu   membangun  perekonomian  yang  tangguh, maju, berkeadilan 

dan berkelanjutan. 

Hasil review dan analisa terhadap Rancangan Awal Renja 

Perubahantahun 2021, sebagaimana tersaji pada Tabel T-C.31 (lampiran 3). 

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis 

kebutuhan perangkat daerah. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan 

ketersediaan sumberdaya pada Perangkat Daerah. 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan, Perikanan 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran didiskusikan dalam 

pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan 

untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Perubahandengan 

kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. 

Pada Musrenbang Kecamatan ada beberapa usulan 

program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Ketahanan Pangan selaku Perangkat Daerah, terdiri dari kelompok 

masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah kabupaten.  



DKPKP Kab. Pangandaran -  2021 
 

 

Rencana Ker ja PerubahanDKPKP 2021 17  |  2 9  

 

Adapun usulan yang disampaikan pada saat pembahasan dapat 

diakomodir dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas 

Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.  

Usulan-usulan program/kegiatan yang terkait dengan Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Ketahanan Pangan dari kelompok masyarakat, LSM, 

perguruan tinggi yang termuat pada hasil Musrembang Kecamatan tersaji 

pada Tabel T-C.32 sebagaimana lampiran 4. 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah 

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan 

pembangunan  yang dihadapi   dan capaian  pembangunan  selama ini, 

maka visi pembangunan  nasional  untuk tahun 2021-2024 adalah : 

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, 

DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN  GOTONG-ROYONG” 

Upaya  untuk  mewujudkan   visi  ini  adalah  melalui  9  Misi 

Pembangunan  yaitu : 

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan 

terpercaya 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan 

Proyek prioritas strategis (Major Protect) RPJMN 2021-2024 

ditunjukkan dalam Gambar berikut. 

 

Gambar 1. Proyek Prioritas Strategis 
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Sedangkan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan 

kemaritiman dan kelautan ditunjukan pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2. Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman 

Selanjutnya ada 5 misi dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah provinsi jawa barat tahun 2018-2023 yang terdiri dari : 

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan 

Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban; 

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif 

melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif; 

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis 

Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan 

Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah; 

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang 

Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan 

Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan; 

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan 

yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

Pada program prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Barat terdapat pada misi 4 dengan sasaran 1 “Jawa Barat 

sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang 

mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan” dengan indikator kinerja 

sasaran yaitu “nilai tukar petani (NTP)” dan memiliki arah kebijakan yaitu 

Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. 

Adapun Strategi yang tertera dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2018-2023 yaitu Mengembangkan inovasi untuk peningkatan 
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produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta 

kelautan dan perikanan. 

Sedangkan Program yang tertera dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2018-2023 yaitu: 

1. Laut Juara 

a. Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RZWP3K Jawa 

Barat 

b. Pendayagunaan Masyarakat Pesisir dalam Rehabilitasi Kawasan 

Terumbu Karang dan Kawasan Mangrove serta Pengelolaan 

Sampah Laut (Marine Debris) 

c. Pelestarian Plasma Nutfah; 

d. Peningkatan kompetensi SDM, sarana, prasarana dan operasional 

pengawasan SDKP. 

2. Nelayan Juara 

a. Sertifikasi Kompetensi Nelayan dan Asuransi Nelayan 

b. Sertifikasi Kompetensi Pembudidaya Ikan dan Asuransi Usaha 

Budidaya 

c. Sertifikasi Kompetensi UPI dan Pemasar Hasil Perikanan 

d. Peningkatan Kompetensi petambak garam 

e. Peningkatan Manajemen Usaha Kelautan dan Perikanan 

3. Gudang Ikan Juara 

a. Peningkatan Operasional Pelabuhan Perikanan;  

b. Peningkatan sarana dan teknologi perikanan tangkap; 

c. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Teknologi Perikanan Budidaya 

d. Revitalisasi Tambak Wilayah Utara dan Akselerasi Tambak Wilayah 

Selatan 

e. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Teknologi Produksi Garam 

f. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Teknologi Distribusi, 

Pengolahan, serta Pemasaran Hasil Perikanan 

g. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil 

Perikanan 

h. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Akses Permodalan 

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas  

program/kegiatan perangkat daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja 

PerubahanTahunan. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan maka Kebijakan Nasional yang 

berkaitan langsung adalah pada Dimensi Pembangunan Sektor Kedaulatan 

Pangan dan Sektor Kemaritiman. Adapun fokus pembangunan tahun 2021 

berdasarkan arah kebijakan RPJMD 2016-2021 Kabupaten Pangandaran 

yaitu Penataan Destinasi Wisata, sehingga fokus program kegiatan tahun 
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2021 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanaan Pangan juga dalam 

rangka mendukung arah kebijakan kabupaten tersebut. 

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PerubahanPerangkat Daerah 

Berdasarkan Arah Kebijakaan RPJMD Kabupaten Pangandaran,  

focus pembangunan tahun 2021 adalah “Pencapaian RPJMD melalui 

Operasionalisasi RSUD, Peningkatan Kualitas Insfrastruktur Pelayanan 

Dasar dan Pelayanan Pemerintahan Menuju Masyarakat Pangandaran 

Sejahtera Lahir Batin”. Prioritas   pembangunan tahun 2021 adalah sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan layanan penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, budaya 

dan keagamaan; 

2. Peningkatan pengelolaan pariwisata dan bangkitan perekonomian 

daerah; 

3. Pembangunan sarana prasarana pemerintahan serta sumberdaya 

pendukungnya berbasis teknologi informasi; 

4. Stabilitas keamanan, sosial dan politik serta daya dukung 

penyelenggaraan Pilkada; 

5. Pembangunan insfrastruktur dasar terdiri dari jalan poros kabupaten, 

jembatan, sarana permukiman, sarana pengairan dan sarana 

perekonomian; 

6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

7. Dukungan terhadap program dan kegiatan pembangunan pemerintah, 

perintah provinsi dan pemerintah desa. 

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Pangandaran melaksanakan  2 urusan, yaitu Urusan Pangan dan Urusan 

Kelautan/Perikanan, sehingga  program  kegiatan  di Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran mendukung   

prioritas ke-5 (Penyediaan infrastruktur strategis kabupaten di perkotaan 

dan pedesaan serta wilayah pesisir) dan prioritas ke-7 (Peningkatan 

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

kondusifitas, daya saing, ketahanan pangan, ketahanan sosial, kesadaran 

politik dan hukum berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah) 

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, tujuan 

Rencana Kerja Perubahantahun 2021 berdasarkan Renstra Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran 2017-2021 

adalah: Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengembangan 

sektor Kelautan/Perikanan dan Penganekaragaman Pangan.  

Sedangkan sasaran yang akan dicapai tujuan  dalam  rencana  kerja 

2021 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PerubahanDinas /kelautan, 
Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 

NO TUJUAN SASARAN  INDIKATOR TARGET 

1 Mewujudkan 

Ketahanan Pangan 

Daerah melalui 

pengembangan 

sektor 

Kelautan/Perikanan 

dan 

Penganekaragaman 

Pangan 

Meningkatnya Laju 

Pertumbuhan Sektor 

Perikanan 

Persentase Kontribusi 

Sektor Perikanan (%) 

2,20 % 

 Meningkatnya 

Ketahanan Pangan 

Daerah 

Skor Pola Pangan 

Harapan (PPH) (Skor) 

97 

3.3. Program dan Kegiatan 

Rencana Kerja PerubahanPerubahan Dinas Kelautan, Perikanan 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2021 mencakup 9 

Program dan 18 kegiatan.  

Rumusan Rencana  Program  dan Kegiatan Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun  2021 

tersebut merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan semester pertama 

yang tertuang pada Rencana Kerja PerubahanPemerintah Daerah (RKPD) 

Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021. 

 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 sebagaimana pada Tabel T-

C 33 (lampiran 5). 
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BAB IV 

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

 

Rencana  Kerja Perubahan perangkat daerah (Renja) Tahun 2021 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan  tahun  2021 sebagai  

acuan  bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang berisi 

program  dan kegiatan  serta pagu anggaran. 

Sebagai tindak lanjut RKPD Perubahan Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2021 Nomor 60 Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Rencana Kerja 

Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021  dengan 

menyusun kebijakan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka 

anggaran dalam APBD Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya dengan 

memaksimalkan se lu ruh  sumber daya yang ada. 

Mengingat  keterbatasan  sumber  daya  anggaran  pelaksanaan  

program  pembangunan yang ditetapkan  dalam Renja Perubahan Tahun  

2021 harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Partisipasi  

masyarakat  dan dunia usaha  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  

yang  sudah  direncanakan  perlu  didukung dengan kepastian hukum dan 

kemudahan pelayanan. 

Pelaksanaan   Renja Perubahan Tahun 2021  harus  dilakukan  secara  

efektif  dan  efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas 

antar bidang-bidang maupun dengan masyarakat pada umumnya. Untuk 

mencapai keterpaduan  dan  sinkronisasi  kegiatan  yang  telah  diprogramkan  

dilakukan  dengan memanfaatkan  forum perencanaan (MUSRENBANG),  

rapat koordinasi  maupun penggalian kebutuhan masyarakat sehingga 

tercapai sinergi dalam pelaksanaannya  dengan tetap menerapkan prinsip-

prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta 

monitoring dan evaluasi. 

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran 

serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan  kebijakan yang 

dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat  luas juga dapat berperan 

serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan  kegiatan dalam program-

program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor 

penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan. 

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan 

evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan 

proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh 
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hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan 

pembangunan tahap berikutnya. 

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Pangandaran pada tahun 2021 direncanakan akan melaksanakan 1 urusan 

wajib 2 urusan pilihan dan kesekretariatan. Anggaran yang dibutuhkan untuk 

tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 7.916.343.877- dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Rp. 1.157.836.100,- 

b. Urusan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp. 

6.758.507.777,- 

Program dan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2021 tersebut, antara lain :  

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK 

KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian 

Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 

Penyediaan Infrastuktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 

Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat di Daerah Sentra Produksi 

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau Pangan Lainnya 

sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka 

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 

Penyediaan pangan berbasis sumber daya local 

Pemantauan Stok, pasokan dan harga pangan 

Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan 

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 

sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 

Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan 

berbasis sumber daya local 

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 

Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan 

pangan 

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan srinkonisasi penanganan kerawanaan pangan 
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kabupaten/kota 

Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan 

pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah 

kabupaten/kota 

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen 

perencanaan 

Administrasi Keuangan 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran  

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

Administrasi Umum 

Penyediaan jasa surat menyurat 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

Penyediaan jasa kebersihan kantor  

Penyediaan alat tulis kantor 

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

Penyediaan makanan dan minuman 

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

Pengadaan peralatan gedung kantor 

Pengadaan Mebeleur 

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Sosialisasi Peraturan Peruindang-undangan 

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, 
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Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu 

daerah Kabupaten/Kota 

Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan 

penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap 

Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap 

Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/kota 

Pengembangan kapasitas nelayan kecil 

Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, 

kemitraan usaha 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 

Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil 

Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil 

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 

Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah 

Kabupaten/Kota 

Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah 

Kabupaten/Kota 

Perencanaan pngembangan , pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk 

pembudidayaan ikan di darat 

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan 

dalam Kabupaten/kpta 

Pengawasan usaha Perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 

Kabupaten/kpta 

Pengawasan usaha Perikanan bidang pembudidaya ikan di Wilayah 

Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat 

diusahakan dalam Kabupaten/kpta 

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 

Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha 

pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil 

pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada 

usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil 

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengelolaan Ikann 

dalam satu daerah Kabupaten/kota 

Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan 
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dalam satu daerah Kabupaten/kota 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun  2021  merupakan pelaksanaan  

rencana  strategis  tahun  ke-4, periode  renstra  2017-2021.  Program dan 

kegiatan yang direncanakan  merupakan  prioritas dalam rangka mencapai visi 

dan misi Kabupaten Pangandaran dan sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. 

Keberhasilan  pelaksanaan  Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas 

Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tahun 

2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas 

Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran serta  

peran  aktif  stakeholder yang bersangkutan. 

Dalam  rangka  menjamin  terlaksananya  kegiatan-kegiatan  pada 

Rencana Kerja Perubahanserta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua 

pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut 

: 

1.  Seluruh   aparatur   Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Pangandaran berkewajiban   untuk  melaksanakan program-

program  dan  kegiatan-kegiatan  yang  telah  ditetapkan dalam Renja 

PerubahanTahun 2021 dengan efektif dan efisien. 

2.  Renja PerubahanPerubahan Tahun 2021 merupakan  dokumen  

perencanaan  sebagai langkah  awal  dalam  penyusunan  anggaran  Tahun  

2021,  dimana Renja Perubahan Tahun 2021 dijabarkan lebih lanjut dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran. 

3.  Untuk  menjamin  konsistensi,  sinergitas,  harmonisasi,  integrasi, efektivitas   

dan   efesiensi   pelaksanaan   program  dan   kegiatan Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, seluruh 

aparatur Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Pangandaran secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan Renja PerubahanPerubahan Tahun 2021. 

4.  Tata cara penyusunan Renja PerubahanTahun 2021 mengacu pada  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta 

Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. 

5.  Renja PerubahanTahun 2021 berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan,  adapun 

Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga 
































